PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a.

b.

BUPATI BIREUEN,

bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bireuen yang diatur dengan Peraturan Bupati Bireuen
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah  Kabupaten Bireuen Berbasis Akrual
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen
Berbasis Akrual sudah tidak sesuai lagi dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
dan/atau belum seluruhnya mengatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen
perlu diatur kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu
Peraturan Bupati Bireuen tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bireuen;



Mengingat

0 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



8.

10.

11

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun
2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat
daerah  sebagai unsur penyelenggaraan utusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten



10.

11.

12.

13.

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
perangkat kabupaten.

Bupati adalah Bupati Bireuen.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disebut DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Bireuen.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bireuen.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan wuang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Kabupaten
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan ditetapkan
dengan Qanun.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat
SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas pengelolaan APBK dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pengguna  Anggaran adalah  pejabat pemegang
kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan
fungsi SKPK.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta
penyajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

Sistem  Akuntansi = Pemerintah = Daerah  adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Laporan realisasi anggaran pemerintah adalah laporan
yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah
laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu periode pelaporan yang unsurnya
mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos
luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun  pelaporan dibandingkan dengan  tahun
sebelumnya.

Neraca Pemerintah Daerah adalah laporan yang
menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, dan
perubahan kas selama satu periode akuntansi.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan
keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis,
atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan
saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban
keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama
dengan periode tahun anggaran.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur
dalam  satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPK
dan SKPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen
yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kerangka konseptual adalah prinsip-prinsip yang
menjadi rujukan bagi penyusun laporan keuangan dalam
mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum
diatur secara jelas dalam kebijakan akuntansi.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara
signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang
mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau
periode sebelumnya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-
akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan
dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi
akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai
satu entitas pelaporan konsolidasian.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-
pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya;

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan
laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji
sebagai satu entitas tunggal.

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi
keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara
Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah
lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.
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44.

45.

(1)

(2)

(1)

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban
keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama
dengan periode tahun anggaran.

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang
secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan
karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak
yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan
didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran
akuntansi sebagai akibat dari perubahan prisip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan bagi SKPK dan SKPKD dalam penyajian laporan
pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk
penyeragaman dan keterpaduan laporan pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang disusun dalam Peraturan Bupati
ini, meliputi materi:
a. BAB 1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
PEMERINTAHAN;
b. BAB II PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN;
BAB 1II LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BERBASIS KAS;
BAB IV  LAPORAN ARUS KAS
BAB V LAPORAN OPERASIONAL;
BAB VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS;
BAB VII LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH
h. BAB VIII CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN;
i. BAB IX  AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA
BERBASIS KAS;
j- BAB X AKUNTANSI BELANJA;

@ o o
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aa.
bb.

(2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf aa, tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

BAB
BAB

. BAB

BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB
BAB

BAB

XI
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV
XXVI

XXIV

FORMAT

peraturan ini.

(3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

AKUNTANSI TRANSFER,;
AKUNTANSI PEMBIAYAAN;
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO
BERBASIS AKRUAL;

AKUNTANSI BEBAN;

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS;
AKUNTANSI PIUTANG;

AKUNTANSI PERSEDIAAN;
AKUNTANSI INVESTASI;
AKUNTANSI ASET TETAP;
AKUNTANSI KONTRUKSI DALAM
PENGERJAAN;

AKUNTANSI DANA CADANGAN DAN
ASET LAINNYA;

AKUNTANSI KEWAJIBAN;

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PERISTIWA LUAR BIASA;

LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN;

AKUNTANSI DANA BERGULIR
AKUNTANSI BELANJA BANTUAN
SOSIAL

AKUNTANSI BLUD

LAPORAN KEUANGAN.

yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2018 tetap berpedoman pada
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen berbasis
Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Bireuen Nomor 31 Tahun 2015.



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran
2019.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen
Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd
ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 408
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